BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR % TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Mengingat

Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republikindonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun



1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Ndonesia Tahun 2003
Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (lembaran negara republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Serta

Penyampaiannya;



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
49);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
( Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
58);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74);



81

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Menetapkan:

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
75);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 36);
Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2015 Nomor 24);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2012 Nomor 9);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015 Nomor 24);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

A. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 190.622.670.128,45
b. Dana Perimbangan : Rp. 1.279.990.558.283,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah : Rp. 707.207.496.446,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.177.820.724.857,45

B. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai : Rp. 1.180.489.400.884,45
2) Belanja Hibah : Rp. 43.174.386.818,00
3) Belanja Bantuan Sosial : Rp. 10.174.075.000,00
4) Belanja Bagi Hasil ¢ Rp! 613.004.277,00
5) Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 269.659.963.950,00
6) Belanja Tidak Terduga : Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.504.110.830.929,45

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai : Rp. 25.991.120.706,00
2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 241.611.733.549,00
3) Belanja Modal : Rp. 306.072.310.863,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 573.675.165.118,00
Jumlah Belanja Rp. 2.077.785.996.047,45

Surplus / (Defisit) Rp. 100.034.728.810,00

C. Pembiayaan
a. Penerimaan : Rp. 311.125.135.083,00
b. Pengeluaran : Rp. 4.961.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 306.164.135.083,00

SiLPA Tahun berkenaan Rp. 406.198.863.893,00
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal | Agudtug 2016
BUPA KLATEN,

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2016
IS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR



